PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang - 85111

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR: 13/ /KEP/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011

Menimbang

Mengingat

a.

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa sesuai Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 9 Tahun 2011 dan Perubahannya telah
ditetapkan Retribusi Jasa Usaha;

bahwa terdapat penambahan objek baru Retribusi Jasa
Usaha sehingga Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu diubah;

bahwa dalam rangka penyusunan perubahan Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu
dibentuk tim;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim
Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha,;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1649);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573); ‘&’



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan:

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Nomor 0050) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 005,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Nomor 0094);

MEMUTUSKAN:

Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011
Tentang Retribusi Jasa Usaha.

Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU adalah mempersiapkan segala hal yang berkaitan
dengan administrasi maupun teknis dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha.

Susunan Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada
Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan
Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran 2021.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
‘pada ta/nxsal 18 gun 2021

NTP 19620524 198903 1 014

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;

2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);

3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);

4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR

. 934 /KEP/HK/2021
TANGGAL : g jo

2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

KEDUDUKAN URAIAN TUGAS
NO NAMA/JABATAN DALAM TIM
1. | Gubernur Nusa Tenggara Pengarah Memberikan arahan terkait
Timur pelaksanaan tugas Tim.
2. | Wakil Gubernur Nusa
Tenggara Timur
3. | Sekretaris Daerah
Provinsi Nusa Tenggara
Timur
4. | Asisten Administrasi Bertanggung jawab  terkait
Umum Sekretaris | Penanggung | pelaksanaan tugas Tim.
Daerah Provinsi Nusa jawab
Tenggara Timur
5. | Kepala Badan . melakukan penyusunan
Pendapatan .daI.l Aset Kettia materi muatan Rancangan
Daerah Provinsi Nusa Peraturan Daerah Tentang
Tenggara Tupur Perubahan Ketiga Atas
6. | Kepala Biro Hukum
: Peraturan Daerah Nomor 9
Sekretariat Daerah Waldl Ketia
Provinsi Nusa Tenggara Tahun 2011 Tentang
Timur Retribusi sesuai dengan
7. | Kepala Bidang ketentuan peraturan
Pendapatan II pada perundang-undangan,
Badan Pendapatan dan | Sekretaris . melakukan pembahasan
Aset Daerah .Prov1n31 rancangan Peraturan Daerah
Nusa Tenggara Timur Bacad Hnaakaud aad
8. | Sekretaris Badan Anggota SIDE RO ARSI ol
Pendapatan dan Aset huruf a bersama pemangku
Daerah Provinsi Nusa kepentingan yang terkait di
Tenggara Timur dalamnya dalam rangka
9. | Kabag Perundang- pelaksanaan harmonisasi dan
undangan Biro Hukum :
Sekretariat Daerah pemantapan sesuai peraturan
Provinsi Nusa Tenggara perundangan yang berlaku;
Timur : . melakukan asistensi
10. | Kepala Sub Bidang pembahasan dengan DPRD
Pendataan dan ol T
Penerimaan 1  pada Froving N dan
Badan Pendapatan dan Kementerian Dalam Negeri
Aset Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan
Nusa Tenggara Timur T e A erd vy —
11. | Kepala Sub  Bidang » ) 5 & e
berlaku; dan
Pendataan dan K Tl
Penerimaan II  pada . melaporkan Asl
Badan Pendapatan dan pelaksanaan tugas kepada
Aset Daerah Provinsi Gubernur Nusa Tenggara
Nusa Tenggara Timur Timur.

&




KEDUDUKAN URAIAN TUGAS
NO NAMA/JABATAN DALAM TIM
12. | Kepala Sub  Bidang Anggota a. melakukan penyusunan
Pendattaan dan materi muatan Rancangan
gearcll;nn?’: i Ialxltan pg‘gi Peraturan Daerah Tentang
Ami huwsr. Duvine Peeubehan  Ketem  Afes
Nusa Tenggara Timur Peraturan Daerah Nomor 9
13. | Kasubag.  Penyusunan Tahun 2011 Tentang
Produk Hukum Retribusi sesuai dengan
Pengaturan pada Biro ketentuan peraturan
Hukum Sekretariat = .
—_ perundang-undangan;
?:;m:lra %T:r’lvms‘ Nusa . melakukan pembahasan
13 Kasﬁgbag PLII)I;.E Tiin rancangan Peraturan Daerah
Badan Pendapatan dan sebagaimana dimaksud pada
Aset Daerah Provinsi huruf a bersama pemangku
Nusa Tenggara Timur kepentingan yang terkait di
15. | Ronal A. M. Ora, SH/Staf dalamnya dalam rangka
gﬁﬁa 'Btiro II-IDUk:anl: pelaksanaan  harmonisasi
retara ae dan pemantapan sesuai
.{P{; VG?SI Husa lenggata peraturan perundangan
16. | Kefi Z. M Takubessi,SE / yang berlalky; .
Staf pada Badan . melakukan asistensi
Pendapatan dan Aset pembahasan dengan DPRD
Daerah Provinsi Nusa Provinsi NTT dan
Tenggara Timur Kementerian Dalam Negeri
17. An;;afga;{:rlly Piz.l%?/astajunf sesuai ketentuan peraturan
gaan Aset Daerah Prgvinsi peryndang uncangan  yang
Nusa Tenggara Timur hetlaku; dan :
18. | Maria R M Snak, SE/Staf . melaporkan hasil
pada Badan Pendapatan pelaksanaan tugas kepada
dan Aset Daerah Provinsi Gubernur Nusa Tenggara
Nusa Tenggara Timur Timur.
19. | Adelbertus
Lamahoda/Staf pada
Badan Pendapatan dan
Aset Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur
20. | Frengky T Mone/Staf
pada Badan Pendapatan
dan Aset Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur
21. | Harvido A

Rubian,SH/Staf pada
Badan Pendapatan dan
Aset Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur




